
Katalis
Pelayanan
Publik

Nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar memperoleh Nomor Induk Berusaha di Hotel Aryaduta, Manado, Sulawesi Utara 

Sumber Foto: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
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DIGITALISASI adalah katalis 

untuk mempercepat transformasi 

pelayanan publik. Implementasi 

Online Single Submission, 

penerapan Mall Pelayanan Publik, 

dan Penguatan E-Katalog dalam 

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 

bukan hanya didasarkan pada 

semangat untuk mengundang 

investasi yang berefek ganda, tetapi 

juga sebagai upaya memperluas 

akses bagi UMKM sebagaimana 

amanat UU Cipta Kerja.  

Kemudahan untuk mendapatkan 

Nomor Induk Berusaha secara gratis, 

keterpaduan layanan publik, serta 

keberpihakan untuk mengalokasikan 

belanja pemerintah pada barang 

buatan dalam negeri adalah 

ikhtiar pemerintah untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi masyarakat 

sebagai penopang untuk bangkit 

lebih kuat menyambut peluang 

pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang lebih merata.



Percepat
Laju Layanan

Guru-guru PPPK di SD Negeri 01 Purwosari, Wonogiri, Jawa Tengah 

Sumber Foto: Kantor Staf Presiden
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RAKYAT di mana pun berada, berhak 

mendapat layanan prima. Pemerintah 

tak henti beres-beres soal kemudahan 

akses. Juga kecakapan aparatur demi 

layanan publik lebih teratur. 

Konektivitas internet hingga pinggiran 

negeri terus dilakukan dengan Palapa 

Ring. Guru dan Bidan Honorer diangkat 

menjadi PPPK menjawab kebutuhan 

tenaga yang cakap. Negara kian dekat 

melayani rakyat.

Perkembangan Penerapan SPBE Nasional

Sumber: KemenpanRB RI
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DEMOKRASI perlu dirawat, agar 

bertumbuh sehat dengan aspirasi dan 

partisipasi. Solid bergerak menjauhkan 

diri dari politik identitas yang merusak. 

Pemilu tetap pada ritmenya sebagai 

siklus reguler kedaulatan rakyat.  

Perlindungan hukum, sosial, politik 

dan ekonomi rakyat terus diperkuat. 

Pemenuhan hak sipil dan praktik 

demokrasi, hak politik perempuan dan 

kelompok marjinal diperluas secara 

inklusif. Keamanan, ketertiban sosial 

dan stabilitas politik menjadi kunci. 

Pemberantasan korupsi prioritas 

utama. 

Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya 

tanpa pandang bulu. Komitmen 

menuntaskan pelanggaran HAM berat 

tetap dikebut. Indonesia bertahan 

agar tak terhempas pada otokrasi.

Solid
Merawat
Demokrasi

Wanita Berkebaya Pecahkan Rekor Dunia 

Sumber Foto: Antara

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko Menemui Peserta Aksi 

Sumber Foto: Kantor Staf Presiden
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Siswa TK Santo Bernardus berpelukan dengan siswa TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) saat melakukan kunjungan dalam kegiatan berbagi kasih di TK ABA Kota Madiun, Jawa Timur 

Sumber Foto: Antara
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KEBERAGAMAN adalah realitas 

Indonesia sebagai sebuah bangsa. 

Perbedaan suku, bahasa, budaya 

hingga cara beragama adalah sebuah 

kekuatan untuk terus bergerak maju 

dengan nama Pancasila. 

Moderasi beragama menjadi jalan 

utama untuk merawat keberagaman 

umat. Kian diperkuat, diperluas 

hingga ke sudut-sudut ruang publik. 

Ruang digital bagi masyarakat, 

ruang sosial dan pendidikan untuk 

generasi penerus. Bergerak cepat 

mengantisipasi racun demokrasi.

Menjaga
Keberagaman Umat



Kampanye Pencegahan Kekerasan Seksual 

Sumber Foto: Antara

Pengunjung sidang melambaikan tangan setelah DPR RI menyatakan menyetujui pengesahan RUU TPKS menjadi UU 

dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta 

Sumber Foto: Antara
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Kepastian
bagi para
Korban

KOMITMEN negara menjamin hak 

asasi manusia tercermin melalui UU  

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

Inilah kado terindah, bagi anak-anak 

bangsa untuk membawa Indonesia 

keluar dari kedaruratan seksual.

Meski korban kekerasan umumnya 

perempuan dan anak, UU TPKS 

sesungguhnya penting bagi semua 

orang karena menjadi salah satu 

perlindungan krusial bagi generasi 

mendatang. 

Beberapa jenis kekerasan seksual 

yang belum dijerat kini dapat ditindak 

dengan beleid ini. Hasil kolaborasi 

seluruh elemen bangsa.



Petugas keamanan berdiri di bawah layar digital hitung mundur Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta 

Sumber Foto: Antara
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PEMERINTAH tetap setia pada siklus 

suksesi. Pemilu Presiden, Pemilu 

Legislatif dan Pilkada serentak 

berlangsung sesuai jadwal pada 

2024. Digelar berbarengan pada 
tahun yang sama, akan menghasilkan 

pemerintahan yang stabil.

Penyelenggara Pemilu dan 

perangkatnya telah dilantik dan 

dukungan anggaran diberikan. 

Tahapan pemilu sudah berjalan sesuai 

jalur. 

Pemilu 2024 harus jadi pertarungan 

program dan visi, juga narasi 

bergizi tentang demokrasi agar tak 
sekedar agitasi yang melahirkan 

polarisasi. Kompetisi ketat tapi tetap  
harmoni. Momentum menumbuhkan 
untuk berpartisipasi akan hak dan 

kewajiban berdemokrasi.

Suksesi
Sesuai Jalur



Salah satu anggota keluarga korban pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melintas di depan mural tentang permasalahan HAM, di kantor Kontras, Jakarta 

Sumber Foto: Antara

57 Bergegas Demi Agenda Prioritas

Demi HAM &
Martabat Korban

PEMERINTAH tak berhenti 

menyelesaikan kasus dugaan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kasus 

kekerasan di Paniai 2014 dibawa ke 

ranah yudisial. Satu langkah demi 

langkah selanjutnya.

Melengkapi jalur persidangan, 

mekanisme non-yudisial juga 

dikebut. Berfokus pada hak-hak 

korban dan keluarga untuk didengar, 

diberdayakan, dimuliakan dan 

dipulihkan martabatnya melalui proses 

pengungkapan kebenaran, pemulihan, 

fasilitasi rekonsiliasi dan memorialisasi.



Pameran Budaya Khas Papua ke-16 

Sumber Foto: Antara

Anakpanak Papua Football Academy sedang berlatih 

Sumber Foto: Papua Football Academy

Perayaan HUT-RI di Papua 

Sumber Foto: Antara
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MEMBANGUN Papua lebih sejahtera 

adalah kerja-kerja tiada henti. 

Seluruhnya dikebut karena ini adalah 

agenda prioritas. Papua yang terpisah 

karena letak geografis, jarak, budaya, 
dan karakteristik warga asli butuh 

dukungan untuk lebih sehat, maju dan 

sejahtera.

Mendekatkan pelayanan publik mutlak 

harus dilakukan. Tak hanya fisik, tapi 
sentuhan budaya dan kecakapan 

warganya. Karenanya, membentuk tiga 

Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua 

menggenapi harapan dan aspirasi rakyat 

Papua tentang pemerataan, mudahnya 

akses dan pelayanan dasar. Pemekaran 

memastikan lima kerangka baru untuk 

mencapai target. 

Pembangunan infrastruktur dari 

jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, 

perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, 

dan pendidikan terus dikebut. 

Juga Palapa Ring. Bahkan juga soal 

bagaimana menyiapkan talenta unggul 

di bidang olahraga.

Tak Henti
Memajukan
Papua



Potret Aktivitas Masyarakat Pedesaan 

Sumber Foto: Kantor Staf Presiden
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Kedaulatan
dari Desa
MEMBANGUN daerah perbatasan 

sama artinya merawat kedaulatan 

dan kehormatan. Karenanya, 

membangun desa-desa di perbatasan, 
mutlak dilakukan. Memperbaiki 

infrastruktur, konektivitas hingga 

menggenjot kecakapan sumber daya. 

Seluruh desa di Indonesia, terutama di 

perbatasan wajib tumbuh menjadi pusat 

kemajuan baru. Daya tarik ekonomi 

baru, daya pikat agar negeri kian 

berdaulat.
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Sumber: diolah dari berbagai sumber


